BU PATI KARAN GANYAR

'PERATURAN BUPA’I‘I KARANGANYAR

NOMOR 18TAHUN 2014

TEN’I‘ANG sl

o BIAYA OPERASIONAL_ _BUPATI‘ ‘DAN WAKIL BUPATI

R DENGAN RAHMA’I‘ TUI-IAN YANG MAHA ESA

: BUPATI KARANGANYAR

-:'-‘Pembentukan Daerah Daerah, _Kabupatcn Dalam o
1ngkungan Prop1n51 D]awa Tengah (Berlta Negara tanggalj_;_"
-8 Agustus 1950) sebagalmana telah dlubah dengan'f'_i
Undang—Undang Nomor 9  Tahun' 1965 tentang'f.,;_;yi;‘;
Pembentukan Daerah Tlngkat II Batang Dengan Mengubah o
: Undang-Undang “Nomor : 13 » Tahun - 1950 tentangsf L
embentukan Daerah-Daerah in‘Kabupaten ~Dalam o
"ngkungan Prop1n81 DJawa Tengahf,‘ (Lembaran Negara =
.-ijepubllk Indonesia - “Tahun : :1965 - Nomor 52, Tambahan',,_,:{-
-Lembaran Negara. Repubhk Indonesia Nomor, 2757) e
2. _Undang—Undang Nomor 17, Tahun 2003 tentang Keuangan_;;_;
f Négara (Lembaran Negara Republlk ‘Indonesw. Tahun 2003'

_ Mengingat

:: Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk -
Indonesia. Tahun 2004 " Nomor 125, Tambahan Lcmbaranf
Negara Republlk Indonesm Nomor 4437) sebagalmana telah .
“diubah ‘beberapa * kali - terakhlr ‘dengan Undang—Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atasf‘c-
Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang _
vPemenntahan i Daerah (Lembaran Negara Repubhk. P
' Indonesia Tahun 2008 ‘Nomor 59, Tambahan Lembaranf :

' ‘Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 4844) s o




[

. ot o

= Men»etapkan:.}

14”:: Undang-Undang H‘Nvor'nvor 12 Tahun 2011 tehtahg"’ ’

‘Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor
. 5234); ' ,

| 5 Peraturan' Pemerlntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

T A T ST

"-h-'ootovr-

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah ‘dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2000 -
Nomor 210; ~ Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4028); -
6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk

Indone31a Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578);

7 Peraturan Pemermtah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang
Pembaglan ‘Urusan Pemerintahan = Antara Pemenntah
Pemerlntahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota - (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
~Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 47 37; .

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 B Tahun

-.2006 -tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan "‘Daer
sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

e g i Y &

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri - Dalam o
Negerl ‘Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

. Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta Negara Repubhk
Indonesxa Tahun 2011 Nomor 310) P

: MEMUTUSKAN -

: PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERASIONAL BUPATI

DAN WAKIL BUPATI

o BAB I
KETENTUAN UMUM

: » _ Pasal 1 >

Dalam Pcraturan Bupau ini yang dlmaksud dengan

. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

. Bupati adalah Bupati Karanganyar. '

. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karanganyar v

. Blaya ‘Penunjang Operasional adalah ‘biaya untuk
mendukung pelaksanaan tugas Bupau dan Wakil Bupatl



- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daexfah yang selarijtitnya o

- disingkat - APBD adalah rencana keuangan tahunan

- pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama = -
" oleh pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Rakyat
~ Daerah, dan dltetapkan dengan peraturan daerah. ‘

o ‘6.::' Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung
" terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dlbayarkan

’ sekahgus

BABII
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 2

(1) Untuk pelaksanaari tugas-tugas képada Bupau dan Wak11
' Bupat1 disediakan Biaya Operasional yang terdiri dari:

-a.

biaya rumah tangga dipergunakan untuk memblaym
kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;

untuk membeli barangbarang mventans rumah Jabatan

it T

inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah

jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau

dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan '
“untuk pemeliharaan kendaraan dmas yang dipakai atau

dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
biaya pemehharaan kesehatan dlpergunakan untuk

-Bupati dan Wakil Bupa'u e Ll “"
. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang

pengobatan perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat-"f-
dan uang duka bagi Bupatl dan Wak11 Bupatl beserta )

-anggota keluarga, .

biaya Pexjalanan Dinas dlpergunakan untuk memb1aya1' i

perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas
Bupati dan Wakil Bupati; - - e

atributnya;

. biaya Pakaian Dlnas dlpergunakan untuk pengadaan =
pakaian dlnas Bupau dan Wak11 Bupatl berlkut

Biaya Penunjang Operasmnal d1pergunakan untuk .

‘koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial

L masyarakat pengamanan dan kegiatan khusus lainnya
" guna mendukung pelaksanaan tugas Bupat1 dan Wakﬁ ’

‘ Bupat1

‘biaya pernbehan inventaris rumah jabatan dipergunakan N



(‘2‘) Biaya rumah tangga sebagaimana diﬁiéksild'vpada é}fat [}

“huruf a adalah ~ bantunan biaya untuk menunjang -

kcbutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati ’

“dan Wakil Bupati, sebatas kemampuan keuangan Daerah.
B (3) Pakaian dinas sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) huruf

g yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakalan, Slp11 Resmi, Pakalan ’

Sipil Lengkap, dan Pakaian Dinas Upacara.
- (4) kcg1atan khusus sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

" huruf h meliputi keglatan kenegaraan, prom051 dan

protokoler lamnya

' - Pasal 3 .
(1) Blaya Operasmnal sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2
- ayat (1)huruf a sampai dengan huruf g dianggarkan pada’
. belanja langsung dalam APBD dan dilaksanakan sesua1

- ketentuan peraturan perundang-undangan
. (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dlmaksud
~ -pasal 2 ayat (1) huruf h dianggarkan pada - belanja tidak

langsung ‘dalam APBD dan dlbenkan secara lumpsum -

settap bulan v

i , Pasal4 . ’ ' ST

““Besarnya Bxaya Penunjang Operasmnal Bupati dan Wakil
- Bupati ditetapkan berdasarkan kla31ﬁka31 Pendapatan Ash
‘Daerah sebagai berikut : S
a. sampai dengan Rp 5 mllyar palmg rcndah Rp 125 Juta dan
~ paling tinggi sebesar 3%;

b di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 mllyar pa,hng rendah Rp 150

'~ juta dan paling tinggi sebesar 2 % ;

” c.‘j,.dl atas 10 milyar s/d Rp 20 m1lyar pahng rendah Rp 200

juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %; .
d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 mllyar paling rendah Rp
. /300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
e di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp
400 Juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;

o ‘;;jtlnggl 0 15 %

- Pasal S :
B1aya Penun_]ang Operaswnal Bupau dan Wakxl Bupatl
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4
dltetapkan dengan Keputusan Bupat1 ‘

f. di atas Rp 150 mllyar pa.hng rendah Rp 600‘ Juta.dan palmg U



Diundangkan di Kérahganyar

BaBm
KETENTUAN PENUTUP :

Pasal 6

 Peraturan Bupati ini mulaJ berlaku pada tanggal
* diundangkan. : »
. Agar - setiap orang mengetahmnya, | memenntahkan o
" pengundangan Peraturan ‘Bupati ini dengan penempatannya
: dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar o

O Dltetapkari 'd1 Karanganyar L
o padatanggal " My IS
- dlBUPAT KARANGANYAR /

| ,UJU | "‘ATMONO/{

T ELAH DIKOORDINASIKAN

PEJABAT _. —TPARAF

pada tanggal %/ Me &MV o — ﬂ -3
_ _ 1. Asisten Administrasi .= =~ =~ - : o
: : |\

2. Kepala DPPKAD

‘3. Kabag. Umum Setda. ' v




B‘UPATI KARANGANYAR

L PERATURAN BUPATI KARANGANYAR S

NOMOR 28TAHUN 2014

TENTANG
BIAYA OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

{ BUPATI KARANGANYAR

* Menimbang

o keglatan operasmnal Bupati dan Wakil Bupatl

Blaya Operaswnal Bupat1 dan Wak.tl Bupat1

" Indonesia Nomor 4286), S e

Négara Repubhk Indones1a Nomor 4844)

Ca. »',:bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dan fung81 .
Bupatl ‘dan - - Wakil - ‘Bupati dalam melaksanakan
vkédudukannya scbaga1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala":},
Daerah perlu - didukung dengan b1aya untuk menunjang_j*?,_1---':,,-‘_, :

'”’_‘Undang-Undang Nomor 13" Tahun 1950 tentang
Pembentukan ' Daerah-Daerah Kabupaten Dalam .
Llngkungan Propm31 D_]awa Tengah (Benta Negara ‘tanggal SRR
, 8 ‘Agustus 1950) - sebagalmana telah dlubah dengan";f‘.’-L.'Zﬂ i
: ,‘?.Undang-Undang ‘Nomor 9  Tahun 1965 tentang -
~~Pembentukan Daerah Tlngkat II Batang Dengan Mengubah o
‘.':-Undang-Undang Nomor 13 - Tahun 1950 tcntang':i.;f} | :
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten - Dalam
Lingkungan Propinsi ‘Djawa - Tengah (Lembaran Negara =~
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan = =
. Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 2757);
| n.v':fUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan .
- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 =
Nomor 47, Tambahan : Lembaran Negara Republlk"_

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud‘},jﬂI.,‘:‘J":?‘»v o
. dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupat1 tentang :

;,.?Undang-Undang ‘Nomor - 32 Tahun 2004 tentang
.. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Fol i
Indonesna Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran E
Negara Republlk Indonesm Nomor 4437) sebagaumana telah S B
diubah beberapa kali terakhu' ‘dengan Unda.ng-Undang* S
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas BT
Undang«Undang ‘Nomor 32 Tahun 2004 - tentang
Pemenntahan v Daerah (Lembaran Negara : chubhk"’-b Sl
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran T




4.,Undang-Undang Nomor 12 .Tahun 2011 téﬁtang o

e o RN Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

‘Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
. - 5234); .
. 5. Peraturan Pemermtah Nomor 109. Tahun 2000 tentang

- 'Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028),

6. Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 2005 tentang

 Kedudukan’ Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala R

. 'Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
~ Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan’ Lembaran’_’ o

' Negara Republik Indonesia Nomor 4578); | =

' 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
' Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
" Pemerintahan Daerah Prov1n81, Dan Pemerintahan Daerah

~ Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia S

o ‘Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
" Republik Indonesia Nomor 4737); ,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 =  Tahun

. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
o ‘sebaga,lmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan =
- Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 =
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
I _Pengelolaan Keuangan Daerah - (Berita Negara Repubhk
. Indoncsm Tahun 2011 Nomor 310),_ , v o

MEMUTUSKAN

. Menetapkan ‘PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERASIONAL BUPATI
o - DAN WAKIL BUPATI |

BABI
KET ENTUAN UMUM

' : Pasal 1 - o

: Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Bupati adalah Bupati Karanganyar. oo

. Wakil Bupati adalah Wakil Bupatl Karanganyar B . _

B1aya Penun_]ang Operasmnal adalah  biaya untuk
mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

:MMO:-‘



5. Ahggaran' Péﬁdapataxi dan Belanja >]:;)‘aerah yang sclanjﬁtnya
 disingkat. APBD adalah rencana keuangan tahunan
~ pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

~ ©  oleh pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Rakyat
.t . Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. -
6. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung
_terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan d1bayarkan-
. ,:sekahgus : |

. BABH
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 2

(1) Untuk pelaksanaanv tugas-tugas képada Bupatx dan Wak11 o
- Bupati disediakan Biaya Operasional yang terdiri dari:-

b

a.

‘biaya rumah tangga dlpergunakan untuk memb1aYa1 'v

kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupatl

. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan =
- untuk membeli barangbarang 1nventans rumah jabatan

Bupat1 dan Wakil Bupati; -
. blaya Pemehharaan Rumah Jabatan dan barang—barang

inventaris dlpergunakan untuk pemehharaan rumah

' _]abatan dan barang-barang inventaris yang d1paka1 atau o |
" dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati; R
. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan
" untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang d1paka1 atau -

dipergunakan oleh Bupati dan Wakxl Bupati;

. biaya pemeliharaan kesehatan dxpergunakan untuk
- pengobatan, perawatan,rehabﬂ.lta31 tunjangan cacat

dan uang duka bag1 Bupat1 dan Wakﬂ Bupatx beserta o

" anggota keluarga;

biaya Perjalanan Dinas dlpergunakan untuk memblaym o

'perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas ,

Bupati dan Wakil Bupatl :
biaya Pakalan Dinas d1pergunakan untuk pengadaan

- pakaian dinas Bupatl dan - Wakil Bupau benkut o

atnbutnya, ’

. Biaya Penunjang Operasmnal dlpergunakan untuk |

. koordinasi, penanggulangan  kerawanan  sosial
o masyarakat pengamanan dan kegiatan khusus lainnya

guna mendukung pelaksanaan tugas Bupat1 dan Wakil

- HBupat1



»(2) Biaya rumah tangga sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) -

huruf a adalah bantunan. blaya untuk menunjang
“kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati
dan Wakil Bupati, sebatas kemampuan keuangan Daerah.
(3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
' g yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian, Sxpﬂ Resmi, Pakauan v
~_Sipil Lengkap, dan Pakaian Dmas Upacara.

(4) keglatan khusus sebagalrnana ‘dimaksud pada ayat (1)

huruf h meliputi keglatan kenegaraan, promos1 dan
protokoler launnya o

Pasal 3.

(1) Blaya Operasxonal sebagalmana dunaksud dalam Pasal 2
~ ayat (1)huruf a sampai dengan huruf g dlanggarkan pada

~ belanja langsung dalam APBD dan dllaksanakan sesueu'
‘ketentuan peraturan perundang—undangan

(2) Biaya Penunjang Operasional sebagaxmana d1maksud
~ pasal 2 ayat (1) huruf h dianggarkan pada belanJa tidak
langsung dalam APBD dan dlbenkan secara lumpsum :
setlap bulan ' ~ .

" Pasal 4

| Besarnya Blaya Penunjang Operasmnal Bupatl dan Wakﬂ

Bupati ditetapkan berdasarkan klaSIﬁkam Pendapatan Ash
Daerah sebagai berikut :

a. sampai dengan Rp 5 mllyar palmg rendah Rp 125 Juta dan _,

. ;pahng tinggi sebesar 3%;

"b. di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 mllyar palmg rendah Rp 150'

juta dan paling tinggi sebesar 2 % ;" :
c. di atas 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200,

- juta dan palmg tinggi sebesar 1,50 %;

d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar pahng rendah Rp '
300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;

e. di atas Rp 50 milyar. s/d Rp 150 milyar pa_hng rendah Rp
400 juta dan paling tmgg1 sebesar 0,40 %;

" f. diatas Rp 150 milyar palmg rendah Rp 600 _]uta dan palmg

' tmgng 15 %.

- l Pasal 5

“ ,Blaya Penun_]ang Operasmnal Bupat1 dan Wakll Bupat1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
’ _ditetapkan dengan Keputusan Bupatl » :




Peraturan  Bupati ini mula1 berlaku pada tanggall

- BAB III :
KETENTUAN PEN UTUP

Pasal 6

‘diundangkan.

Diundangkan di

pada tanggal 3l

Agar  setiap 'orang | mengetahumya, : memenntahkan

pengundangan- Peraturan Bupati ini dengan penempatannya o

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Dltetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Mev 2014

BUPA [ KARANGANYAR

. JULIYATMONO

Karénganyar

Met 2014




